REPUBLIK INDONESIA

No.1842, 2014 KEMENPAN RB. Perjanjian. Pelaporan. Kinerja.
Tata Cara. Pencabutan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27
dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemernintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

3. PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon [
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
135 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165
Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap
instansi pemerintah dalam menyusun Perjanpan Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

asal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri in1.

Pasal 5
Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman pada Peraturan
Menter: i

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menter:
Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinera
Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUEBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN |

FERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN
APARATUR  NEGARA  DAN  REFORMASI

BIROKRASI REPUEBLIK INDONESLA
NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTAMNG

PFETUNIUK TEENIS PERJANJIAN KINERJA,
FELAPORAN KINEEJADAN TATA CARA REVIU
ATAS LATORAN KIMERTA INSTANSI

FEMBERINTAH

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERJANJIAN KINERJA

Pengertian

Penjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang bensikan penugasan dan pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan vang disertai dengan indikator kinerja. Mealahu
perjanjian kinenja, terwujudiah komitmen penernima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kimerja tenilawr tertentn berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja vang dJisepakat
tidak dibatas) pada kinenja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersanglkutan, tetap
termasuk kinerja (eutcome) yang sehansnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinena yang diperjanjikan jugs mencakup
outcome yang dihasilkan dan kegiatan tabun-tehun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penenima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,

13

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan'kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghangaan dan sanksi,

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah unfulk melakukan monitoring. evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,

5. Sebaga dasar dalam penetapan sasaran kmenja pegawan.

Penvusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Ferjanjian kinerja
a. KementerianLembaga
1) Pimpinan tertnggi (Menten dan Pimpinan Lembaga)
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Kementertan/lLembaga menyusun  Pepanpan Kmerja  tngkat
Kementerianlembaga dan diandatangam oleh Mentern/ Fiunpinan
Lembaga,
2) Pimpinan unit kerja (eselon I}
Perjarjian Kinerja di tingkat umit kerja (Bselon [) ditandatangam oleh
pejabal  yang bemsangkutan dan disetujui oleh  Menteri/Pimpinan
Lembaga,
3) Pimpinan Satuan Kerja
Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpmnan
satuan kerja dan pimpinan umt kerja.
b. Pemermiah Provinsi/Kabupaten/Rota
1) Pimpinan Tertinggi { Gubermur/Bupati’Walikota)
Pemerintah Provinsi/KabupatenKota menyusun  Perjanjian  kinerja
tmgkat Pemennmtah Provmsi/Kabupaten/Kota  ditandatangam  oleh
Gubernur/Bupati Walikota,
2) Pimpinan Satuan Kinerja Pemenintah Daerah (SKPD)
Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan umit kerja mandiri Pemermtah
ProvinsiRabupatenRota  disusun oleh Pimpinan SKPD  kemudian
ditandatangam oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPT/unit
kerja
c. Selmn yang diabr di atas, Menten/Pimpinan  Lembaga/Gubearmar/
Bupati/Walikota dapat memperluas praktek pemyusunan perjanjian kinerja
sesual kebrjakan mternal,
2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen
anggaran disablcan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator
Perjanjien Kinerja menyajikan Indikator Einerja Utama yang menggambarkan
hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnyae, tenpa mengesampingkan
mdikatar lain yang relevan,

Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan owfeoms
yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikatar
kmera lain vang relevan
1. Untuk tingkat Ezelon | sasaran yvang digunakan menggambarkan dampak pada
bidangnys dan owicome yang dibasilkan serta menggunakan Indikator Kinena

Utama Eselon [ dan indikator kinerya lauin yang relevan
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Urituk tingkat Hselon 1 sasaran yvang digunakan menggambarkan owrconre dan

ouiput pada bidangniva serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Bselon 11
dan indikator kanenya laan yang relevan

D.  Format Perjanjiasn Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PR terdiri atas 2 (dua) bagian, vaitu

Pernyataan Perjanmjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus

juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut,

Pemyataan Perjanjian Kinerja

Pemnyataan Perjanjian Kinerja mi paling tidak terdiri atas:

a.  Pemyataan uniik mewudkan suatu kinerja pada suatu tahun terteniu,

b, Tanda tangan pihak yang berjangi/para pihak vang bersepakat

Conteh Formulir Perjanjian Kinerja:

1) EementerianTembagaProvinsi’Kabupatenfota  terdapat pada  anak
lampiran [/1-6

2) Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja terdapat pada anak
lampan L2-6.

Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Einerja merupakan bagian vang tidak terpisahkan dalam

dokumen perjanjian kinera. Informasi vang disajikan dalam lampiran perjamian

kinerja disesusalkan dengan tmgkatnya, sebagmmana ilustrasi pada anak

lampiran berikut:

Contoh Formulir Lampiran Perjangian Kinena:

1) KementenianLembaga/ProvinsiKabupatenKota  terdapat pada amak
lampiran [/3-6.

2} Unit Kerja terdapat pada anak lampiran [/4-6,

3) Satuan Kerja Peranglat Daerahterdapat pada anak lampiranl/5-6.

4) Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran [/6-6.

Bagi kementerian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi

dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendir

perjan)ian kinerja antare pimpinan unit organisast yang berfanggung jawab atas

pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang

melaksanakan tugas tersebut,

Bag: Satuan Kerja Pemermtah Deerah yang dalam mencapai knenjanya

didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan,

harus memberikan keferangan (penjelasan) wvang cukup mengenai proporsi

alokasi dana-dana tersebut
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E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerjn
Perjanjian Kinerja dapat deevisi atau disesuatkan dalam hal terjadi kondisi sebaga:
berikut
o Tenjad: perganban atau mutas: pejabat;
s Perubahan dalam strategn yang mempengaruln pencapatan tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegatan dan alokast anggaran ),
¢ Perubahan pricritas atau asums) yang berakibat secara sigmfikan dalam proses

pencapaian fijuan dan sasaran.
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ANAK LAMPIRAN [/1-6

PERNYATAAN PERIANIIAN KINERETA

TINGEAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/FEMERINTAH
PROVINSIKABUPATEN/KOTA

-Logo Lembaga-

PERJANIIAN KINERJATAHUN ...

Dialam rangka mewujudkan manajemen pemermtahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serfa bercrientasi pada hasil, yeng bertanda tangan di bawah o

MNama

Jabatan

berjani akan mewujudkan target kmmerja yang selarnusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokinmen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut memjadi tanggung
Jawab kami

................................................
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ANAK LAMFIRAN 1/2-6

PERNYATAAN PERTANTIAN KINERJA
TINGEAT UNIT KERIA/SKPTNSATUAN KERTA

-L.ogo Lembaga-

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN ....ooominiivinninne

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tabatan
selanjuinya disebut pthak pertama
Mama
Jabatan
selaku atasan pihak pertama. selanjutmya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang sehansnya sesuai
lampiran penangian i, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengzah
sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut memadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua aken melakukan supervis: vang diperlukan seria akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinega dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Shrrglanaiiapiaanabeg

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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CONTOH FORMULTE. LAMPIR AN PERTANTIAN KINERTA
KEMENTERIAN/L.EMBAGAPROVINSIEABUPATEN/KOTA

10

ANAK LAMFPIRAN 1/3-6

PERJANITAN KINERJTA TAHUN 200K

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSIEABUFPATEN/KOTA

Ne. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4}
Program Anggaran
Vivnuasasnasnsainig - 4 P T,
SR B o
................... PRRPOSG.| | .

Menter/Kepala/Gubermur/Bupati/Walikota

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) dusi no urt;

2) Pada kolom (2) disi dengan sasaran strategis K/L/Pemda atau kondisi terakhir
vang sehamsnya terwujud pada tahun vang bersanghutan,
3) Pada kelom (3) dusi dengan mdikator kinerja utama dan indikator lain dan

K/1./Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin drujudkan,
4) Pada kolom (4) disi dengan target kinerja vang akan dicapai atau seharusnya

dicapm oleh K/L/Pemda;
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5) Pada kolom Program diisi dengan nama program k/L/Pemda yang teckant
dengan sasaran yang akan dicapai,

6) Pada kolom Anggaran diisi dengen besaran anggaran yang dialokasikan untuk
mewijudkan sasaran vang diperjanjikan,
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ANAK LAMPIRAN L/4-6

CONTOH FORMULTE LAMPTRAN PHRJANIIAN KINERIA

UNIT KERIA
PERJANTIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA
Sasaran Program/
No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3 4
Kegiatan Anggaran
L4«
2 Rp ...
Atasan Prmpanan Uit Kerja Pimpinan Ut Kerja
i ) ({ )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagm benlout:

1) Pada kelom (1) dusi no una:

2) Pada kolom (2) dus: dengan sasaran program wumt kerja atan kondist terakinr
yang sehansnya terwujud pada tahun vang bersangloutan seielah
dilaksanakannya program tersebut;

3) Pada kolom (3) dust dengan indikator kinerja utama dan mdikator lam darn wnt
keerja yarg relevan denpan sasaran program atau kondisi yang mgin
diwuyudkan;

4) Pada kolom (4) dusi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh unit kerja pada talmn tersebut;
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Pada kolom Kegiatan dits1 dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;,
3) Pada kolom Anggaran dusi dengan besar anggaran yvang dialokasikan oleh unn
kerja untuk mencapan sasaran program yang dimaksuod
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ANAK LAMPIRAN I/5-6

CONTOH FORMULIE LAMPIRAN PHRJANJIAN KINERJA
SATUAN KERIA PERANGEAT DAERAH

PERJANTIAN KINERJA TAHUN 20XX
SKEFPD
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) {2} (3 (4)
Program Anggaran Keterangan
Bp o
2 Rp..
SRRSO £ .

Gubsrnur/Bupatt™Wahkota Prmpanan SKFD

( ) ( )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berilout:

13 Pada kolom (1) diisi no it

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau kondisi
terakhir vang seharusoya terwujud pada tahun yvang bersangkutan,

3) Pada kolom (3) disi dengan indikator Kinerja utama dan indikator lam danSKPD
vang relevan dengan sasaran atau kondisi vang ingin diwwudkan,

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapai atau seharusnya
dicapai oleh SKPD pada taliun tersebut,

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran
slrategis,

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program

tersabut
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7) Pada kolom Keterangan diis: dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya
proporst sumber dana (APED. APEN Dekonsentras: atau Tugas Pembantuan) dan hal
penting lammya,
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ANAK LAMPIRAN L/6-6

CONTOH FORMULTE LAMPTRAN PHRJANIIAN KINERIA
SATUAN KERJTA

PERJANTIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Amngoaran
.
Atasan Prmpman Satleer Pinpinan Satker

i ) ! )

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

17 Pada kolom (1) diist no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir yang
seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan,

3) Pada kolom (3) dusi dengan mdikator kmerja utama dan indikator kinerja lan dan
satuan kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan,
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4) Pada kolom (4) dusi dengan target kinerja vang akan dicapai dicapa atau sehamsnya
dicapar oleh satuan kerja pada tahun tersebut;

5) Pada kolom Eegiatan dusi dengan nama kegiatan vang ferkait dengan sasaran yang
alean dicapai;

6) Pada kolom Anggaran dusi dengan besar anggaran yang dualokasikan untuk mencapal

sasaran yang domaksud,

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REFUBLIK INIMINESIA,

YUDDY CHRISNANDI
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LAMPIRAN 1L

FERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN
APARATITR  MEGARA DAN  REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDCNESLEA
NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG

PETUNMIUK TEKNIS PERJANIIAN KINERIA,
FELAPORAN KINERJA DANM TATA CAEA REVIU
ATAS LAPORAN KINERIA INSTANSI

PEMBERINTAH

PETUNJUK TEENIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTATL

Pengertian Pelaparan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap mnsiansi pemenniah alas penggunaan anggararn.
Hal terpenting wyang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terthadap penguburan kinerja

Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukwr kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesmambungan bagi instanst pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya

Format laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh sehap tingkatan organisas) yang
menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Vraan singkat crgamisasi,

2, Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja,

4 Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang sehansnya terwujud. Analisis
juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

{Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran [1/1)

Penyampaian Laporan Kinerja

Pimpinan Satuan Kerja memysun dan menyampailkan Laporan Kinena kepada
Pimpinan Uit Kerja. Pimpman umt kema menyusun laporan kinerja tahunan tingkat
umit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan mernyampatkannya
kepada Menter/Pimpinan Lembaga.
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Menteri/Pimpman  Lembaga menyusun Laporan Kinerja talunan  tinglat
Eementenanlembaga berdasarkan perjamjian kmene yang ditandatangem  dan
menyampalan kepada Menten Keuvangan, Menten Perencanasan Pembanguran
MNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguman Nasional, dan Menten
Pendayagumaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahim anggaran berakhir

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan mtermnal
mekanisme penyampaian perjanjian kinea dan pelaporan kinerja.

Kepala SEFD menyusun laporan kmerja tabunan berdasarkan penjamian kinena
vang disepakatt dan menyampaikannya kepada Gubernur/BupatiWalikota, paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhor. BupatyWalikota menyusun
Laporan Kinerja tabwnan pemermtah Kabupaten/Bota  berdasarkan  perjanjian
kinerja yang ditandatangani dan menyvampaikamnya kepada Gubernur, Menteri
Perencanaan Pembangunan WNasional'Kepala Badan Perencansen Fembangunan
Nasional, Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Menter: Dalam Megen paling lambat 5 (tiga) bulan setelah tabun anggaran berakbur.

Gubermur/Bupati/Walikota menyusun  laporan  kinerja  tahunan  berdasarkan
perjamian kinerja yang ditandatangam dan menyvampaikannyva kepada Menten
Perencanaan Pembanguan NasionalRepala Badan Perencansan  Pembang unan
MNasional, Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi, dan
Menter Dialam Negen paling lambat 3 (tiga) bulan zetelah tahun anggaran berakdur,

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan mternal
mekanisme penyampalan perjanjian kinerja dan pelaporan kinenja.

Pengukuran Kinerja

Salah satu fondas: utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah penguburan
kmenja dalam rangka menjamin adanys pemnzkatan dalam pelayanan publik dan
memngkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarfikas: owp dan owicome yang
akan dan sechamsnya dicapan untuk memudahkan tersujudnya organisas: yang
akimtabel

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
isehansnya) terjadi dengan kinerja yang diharspkan. Pengukuran kinerja i
dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan Pengukuran dan pembandingan
kinerja dalam laporan kinerja hars cukup menggambarkan posts: kinerja mstans:
pemerintah
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F.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya
kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan Indikator knerja instansi
pemerittah harus selaras anfar tingkatan unit erganisasi. Indikator kinerja yang
digunakan harus memenuhi kriteria spesifik. dapat divkur, dapat dicapai, relevan,
dan sesual dengan kourun waktu tertentu,

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Thama (IKTT) merupakan ukuran keberhasilan vang
menggambarkan kinerja utama mstansi pemerintah sesual dengan tugas fungsi serta
mandat (core business) yang diemban KU dipilih dari seperangkat indikator
kinerja yaug berhasil didentifikasi dengan memperhatikan proses bisnds organisasi
dan kriteria indikater kinerja yang baik, TEU perlu ditetapkan oleh pimpinan
Kementerian/Lembaga’ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap
tigkatan  orgamisasi  [ndikator Kmega pada tmgkat  Kementernan/Lembaga/
Pemermtah Daerah sekurang-kurangnya adalah mdikator hasil fenfcome) sesual
dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada
umit kerja (setmgkal Hselon 1) adalah mdikator hasil (outcome) dan atau keluaran
{output) yang setinglkat lebih tinggi dan keluaran foufpug) unit kerja dibawahnya
Indikator kinerja pada wmt kerja (setngkat Baelon 1) sekurang-kurangnya adalah
mdikator keluaran (o),

Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta umuk memudahlkan
pengelolaan kinerja, maka data kmerja hans  dibumpulkan dan  diranglkum.
Pengumpulan dan peranglkuman harus memperhatikan mdikator kinerja yang
digumakan,  frekuens:  penpumpulan data,  penanggunggawab,  mekamsme
pertuiungan dan media yang digomakan
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ANAK LAMPIRANIL

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSL PEMERINTAH

Sistematika laporan vang dianjurkan adalah sebagai berilcut,

Babl  Pendahubuan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama {strategic isswed) yang sedang dihadapt orgamsast

Bab 1l Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuratkan ringlkasan/ikhtisar perjanjian kinerja talnn
vang bersanglutan.

BabIll Akuntabilitas Kinerja

A, Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab i disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap permyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesual

demgan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setap
pernyataan kinerja sasaran strategis  tersebut  dilakulcan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan artara target dan realisas kinerja tahun
i,

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capalan i
kinerja tahun i dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir:

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
in1 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dolumen perencanaan strategls crganmsast,

4. Membandimgkan reahsas: kmerja tahun im dengan
standar nasional (jika ada),

5. Analisis panyebab keberhasilankegagalan atau

peningkatan/peminnan kinerja serta alternative solusi
vang telah dilakulkan;

6. Analisis atas efiziens: penggunaan sumber daya,
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7. Analsis program/degatan yang menujang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapalan pernyataan kimerja),
B. Realisasi Anggaran
Fada sub bab i diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digumakan wtuk mewujudkan

kinerja  orgamsasi sesual  dengan  dokumen  Perjanjan

Kinerja.

Bab IV Pemutup
Pada bab im diraikan simpulan umum atas capaian kinerja
orgamsasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakulkan
orgarisasi untul mening katkan kinerjamya.

= Liamprran:

i 1) Perjanjian Kinerja

2) Lam-lam yang dianggap perliu

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI
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PETUNIUK TERNIS TERJANIIAN KINERTA,
FELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERTA INSTANSI
PEMERINTAH

PEDOMAN

TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERIJA

Pengertinn Reviu atas laporan kinerja
Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan

kinerja telah menvajikan nformasi kinerja yang andal. alourat dan berkualitas

Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

a. Membantu penyvelenggaraan sistem akuntabilitas kinera mstansi pemermiah,

b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
data‘informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan
Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan
dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi
dan penyajian laporan kinerja, maka umt pengelola kinerja harus segera melakukan
perbaikan atau koreksi atas Kelemahan/kesalahan tersebut secata berjenjang,
. Tata Cara Reviu
1. Pihak yang melaksanakan reviu
Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intem
Pemermtah atau tim yang dibentuk umtuk itn
2. Waktu pelaksanaan reviu
Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan
pelaporan kimerja. Revm dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan
manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinega [mstans: Pemerintah
Reviu harus sudah selesar sebelum ditandatangani pimpman dan sebelum
hsampaikan kepada Menteri PAN dan RE.

3. Ruang lingkup pelaksamaan reviu
a) Metode pengumpulan data/informasi
Hal im dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan  akurasi
data/informasi kinerja vang disajikan dalam Laporan Kinerja.
biPenelaahan perryelenggaraan SAKIP secara ringkas
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Hal 1 dilaboukan untuk memla keselarasan antara perencanaan strategis
di tmgkat KementenanLembaga/FPemermtah Daerah dengan perencanaan
sirategis umt dibawahoya, tenddama  dalam hal keselarasan  sasaran,
indikator kinerja. program dan kegratanmya.
¢} Penyusunan kertas kerja reviu
Kertas kerja reviw setidaknya mencakup hal-hal sebagm benkut
1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informas: kinerja
dalam laporan kinena;
2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIFP,;
3) Ial yang direviu dan lanskab-langkah reviu yang dilalesanakan;
4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan
pereviu,
d)Setelah melakukan reviu, pereviu hamis membuat surat pernyataan telah
direviu dan surat tersebut menipakan bagian dan laporan kinerga.
e} Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.
4. TPelaporan reviu
Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan
prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemu,
langkah perbaikan vang disepakaty, langkah perbaikan vang telah dilakukan
dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut
merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat
pemyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:
ajReviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangloutan,
b)Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
c)Semua mformasi yang dimueat dalam laporan reviu adalah penyajian
T ] BT,
djTuuan reviv adalah untuk membernkan keyakinan mengeman akurasi,
keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada
pimpinan instans pemerimntah
e) Simpulan reviu yaitu apakah laporan Kinerja telah menyajikan informasi
kinerja yang handal, akurat dan absah.
[ Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan
penyelenggaraan SAKIP dan koreks: atas penyajian laporan kinerja yang
belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kena,
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Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak lamparan [11/71-
2, dant contoh Formulir Checkiisd Reviu terdapat pada anak lampiean 101/2-2.
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ANAK LAMPIRAN 111/1-2

CONTOH PERN YATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

T -

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
EEMENTERIAN/LEMBAGA/FPEMDA
TAHUN ANGGARAN

Eami telah meraviu Laporan Kinerja natarnsi pemerintah
{Kementerian/T.embaga/Pemda) untuk tahun anggaran... ... ... .. sesual Pedoman
Feviu atas Laporan Kmerja. Substansi mformas: yang dimuat dalam Laporan
Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian/T.embaga/Pemda. ...,
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
chsajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan revia kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang memmbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi vang disajikan di dalam laporan

kinerja mi

{Mama Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Tmpaktow: 5o iaasiinns

{nama Penanda tangan)

NIP

— R —— |
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ANAK LAMPIRAN 111/2-2

CONTOH FORMULIR
CHECKLIST REVIU

Nao

Pernyatasn

Check list

£

Laporan Kinerja (LEj) telah
menampillan data pentmg [P

LE; telah menyajikan informasi target
kmnena

LK) telah menyajikan capaian knerja
1P yang memadal

Telah menyajikan dengan lampiran
yang menduking informasi pada badan
laporan

Telah menyajikan upaya perbaikan ke
depan

Telah menyajikan alkuntablitas
keuangan

I | Mekanisme
| perysunan

LEj IP disusun oleh unit kerja vang
memiliki tugas fungsi untuk 1
Informas: yang disampatkan dalam LE)
telah didukung dengan data yang

memada

Telah terdapat mekanisme penyampaian
data dan mformasi dan umt kerja ke
umt peayusun L)

Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data‘informasi di setiap
vt kerja

Data‘informasi kinetja yang
disampatkan dalam LK} telah diyakini
keandalamya

Analwis/peryelasan dalam LE] telah
diketahui oleh urut kerja terkait

LEj TP bulanan menpakan gabungan
partisipasi dar dibawahrya.

[T | Substansi

b2

Tujuan/sasaran dalam LEK] telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dalam perjangian
kanena

Tujuan/sasaran dalam LEj telah selaras
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dengan rencana strategis

3. TJika butir | dan 2 jawabannya tidak,
maka terdapal penjelasan yang
memadai

4. Tujuanfasaran dalam LK) telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dalam Indikator

Kimerja
5. Twuanfsasaran dalam LK) telah sesuai

dengan twuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabanmya tidak,
maka terdapat penyelasan yang
memadai

7. Telah terdapat perbandingan data
kmerja dengan tatwn lalu, standar
nasional dan sebagainya yang
bermanfaat

3. IKU dan K telah cukup mengukur
tujuandsasaran

9. Tika “tidak™ telah terdapat penjelasan
yange memadal

10. IKU dan IK telah SMART

MENTERI]
FENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROERAS]
REFUBLIK INDONESLA,

YUDDY CHRISNANDI



